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Mekanisme Fasilitasi Keberatan Informasi

1. Setiap pemohon informasi difasilitasi untuk mengajukan keberatan secara tertulis
sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan dengan melengkapi formulir
keberatan informasi yang tersedia di kantor Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“BPUI”) atau yang ditampilkan di website
Keterbukan Informasi Publik (“KIP”) BPUI yang dapat diunduh dan disampaikan
melalui email: eppid@ifg.id atau faksimile.

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (“PPID”) menetapkan tim
fasilitasi keberatan informasi yang dipimpin oleh PPID untuk kemudian berkoordinasi
dengan PPID pelaksana beserta pejabat dari unit kerja yang menangani bidang
hukum serta jabatan fungsional unit kerja dari pemilik informasi.

3. PPID beserta tim fasilitasi keberatan informasi melaporkan proses penanganan
keberatan informasi dan memberikan laporan pertimbangan dalam rangka
penyelesaian keberatan Informasi kepada atasan PPID.

4. Atasan PPID menerima laporan pertimbangan untuk penanganan keberatan informasi
dan menyusun tanggapan yang disampaikan ke pemohon informasi publik.

5. Setelah menerima tanggapan keberatan, pemohon informasi publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa berhak mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atasan PPID sesuai
ketentuan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. PPID menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dari Komisi
Informasi dan berkoordinasi dengan tim fasilitasi keberatan informasi dalam
mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya
melaporkan kepada atasan PPID.

7. Atasan PPID menetapkan dan menugaskan PPID beserta pejabat dari unit kerja yang
menangani bidang hukum serta jabatan fungsional unit kerja dari pemilik informasi
untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.
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